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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

l. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 387 4l sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OOl tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ol
Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penegak Hukum adalah aparat Komisi Pemberantasan

Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesla, dan
Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Masyarakat . . .
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Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok
orang.

Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan
informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.

(21 Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan

informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari,
memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada
Penegak Hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan
tentang laporan yang diberikan kepada Penegak
Hukum; dan

e. hak untuk memperoleh pelindungan hukum.

(3) Hak. . .


